Nomor Putusan Put.55867/PP/M.XVI111B/16/2014
Pengadilan Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusapgpahkamahagung.go.id

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa :  bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif
Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp782.070.745,00,;

Menurut . bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) UU PPN, apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena

Terbanding pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang

tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui
dengan pasti pembukuannya, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak
masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Dalam hal ini terhadap
Pemohon Banding dapat diketahui dengan pasti porsi pajak masukan atas penyerahan yang
terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN, sehingga seluruh pajak masukan
atas penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan;

Menurut X bahwa produk yang dihasilkan perusahaan bukan merupakan hasil tambang yang diambil
Pemohon langsung dari sumbernya. Produk perusahaan adalah emas dan perak butiran (Granule)
Banding yang harus melalui proses produksi. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk

dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Menurut Majelis bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini adalah :

1. Pasal 1A ayat (1), Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak
Terutang Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK, 03/2010 tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak
Terutang Pajak;

bahwa menurut Majelis, perpindahan bijih emas (mineral ore) dari unit pertambangan ke
unit pengolahan bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyatakan:

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau
perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru
lelang;
d. nemakaian sendiri dan/atau npemberian cuma-cuma atas Barana Kena Paiak:
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